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ABSTRACT
Transplantasi ginjal sebagai prosedur medis yang vital menghadirkan risiko terkait Article History
jual beli organ, yang berpotensi melanggar etika medis dan hukum. Undang-Undang Received 2025-09-10
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Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas mengenai Accepted 2025-09-25

praktik transplantasi organ dan perlindungan terhadap transaksi ilegal seperti jual

beli organ. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah Keywords

sakit dalam menghindari risiko jual beli organ pada transplantasi ginjal, dengan rumah sakit,
merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. transplantasi ginjal,

. . . . jual beli organ,
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan Undang-Undang

menganalisis isi undang-undang terkait serta studi literatur mengenai tanggung jawab Kesehatan No. 17
rumah sakit dalam menerapkan regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan Tahun 2023, tanggung
bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum yang besar dalam memastikan jawab hukum

bahwa prosedur transplantasi ginjal yang dilakukan tidak melibatkan jual beli organ
ilegal. Rumah sakit wajib menerapkan prosedur seleksi yang ketat, memastikan
transparansi, dan berkoordinasi dengan pihak berwenang guna menghindari praktik
tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun undang-undang telah
memberikan dasar hukum yang kuat, tantangan masih ada dalam implementasinya,
terutama terkait dengan pengawasan yang belum optimal. Diharapkan penelitian ini
dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi
rumah sakit dan masyarakat dalam konteks transplantasi ginjal
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1. Pendahuluan

Transplantasi ginjal adalah salah satu prosedur medis yang penting dalam dunia kesehatan,
khususnya untuk pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Prosedur ini memungkinkan
pasien untuk mendapatkan pengganti ginjal yang berfungsi normal, yang secara signifikan
dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, di balik keberhasilan transplantasi,
terdapat masalah serius terkait dengan praktik ilegal jual beli organ yang dapat merusak
kredibilitas sistem kesehatan dan mengancam keselamatan pasien. Jual beli organ ginjal, yang
melibatkan transaksi ilegal, bukan hanya bertentangan dengan etika medis, tetapi juga
melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Praktik ini seringkali terjadi karena permintaan
untuk transplantasi ginjal yang sangat tinggi, sementara pasokan organ terbatas. Di sinilah
peran rumah sakit sangat penting dalam mengontrol dan mencegah terjadinya jual beli organ
pada proses transplantasi ginjal.

Sebagai lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit
memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga integritas prosedur medis dan
menghindari praktik ilegal, termasuk jual beli organ. Tanggung jawab hukum ini semakin
penting mengingat adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang transplantasi organ,
seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Undang-Undang ini
memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai pengaturan transplantasi organ dan
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rumah sakit harus berperan dalam menghindari praktik jual beli organ (Sari, 2021). Dalam
konteks ini, rumah sakit diharapkan untuk tidak hanya mengikuti prosedur medis yang benar,
tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap prosedur transplantasi yang dilakukan adalah sah,
transparan, dan tidak melibatkan praktik jual beli organ.

Namun, meskipun Undang-Undang Kesehatan memberikan aturan yang jelas,
implementasinya dalam praktik di rumah sakit masih menghadapi tantangan. Menurut Fauzi
(2020), pengawasan yang tidak maksimal terhadap praktik transplantasi ginjal di beberapa
rumah sakit memungkinkan terjadinya potensi penyalahgunaan, termasuk jual beli organ. Hal
ini menjadi perhatian utama bagi lembaga kesehatan, karena kelalaian dalam pengawasan
dapat menyebabkan kerusakan sistem kesehatan secara keseluruhan, serta merugikan pasien
yang mungkin terjebak dalam transaksi ilegal tersebut. Lebih lanjut, penelitian oleh Wibowo
(2019) menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang ketat, pengawasan terhadap
pelaksanaan transplantasi organ di beberapa rumah sakit masih lemah dan tidak selalu efektif.

Tanggung jawab rumah sakit dalam menghindari risiko jual beli organ ini juga terkait
dengan kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika medis yang lebih luas. Rumah sakit
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses transplantasi dilakukan secara
sah, dengan melibatkan donor yang sukarela, serta proses seleksi yang transparan dan adil. Hal
ini penting untuk mencegah eksploitasi terhadap individu yang rentan, terutama mereka yang
terdesak oleh kondisi ekonomi atau sosial, yang dapat dipaksa untuk menjual organ mereka.
Menurut penelitian oleh Widodo dan Nugroho (2020), peran rumah sakit dalam memastikan
bahwa donor organ adalah sukarela dan bebas dari tekanan ekonomi adalah salah satu langkah
kunci dalam mencegah terjadinya jual beli organ.

Dalam praktiknya, rumah sakit harus memastikan bahwa setiap transplantasi ginjal yang
dilakukan memenuhi kriteria medis yang ketat. Proses pemilihan donor ginjal harus
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, untuk memastikan bahwa donor tersebut benar-
benar memberikan organ secara sukarela dan tidak terlibat dalam transaksi jual beli yang
ilegal. Rumah sakit juga perlu menjaga sistem transparansi dan dokumentasi yang kuat dalam
setiap tahapan prosedur transplantasi. Proses ini, menurut penelitian oleh Wibowo (2021),
tidak hanya bergantung pada integritas rumah sakit, tetapi juga pada sistem pengawasan
eksternal yang harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Kementerian
Kesehatan dan Komisi Transplantasi Organ.

Selain itu, pemahaman hukum yang memadai oleh tenaga medis di rumah sakit juga sangat
diperlukan. Pengetahuan yang mendalam mengenai Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun
2023 akan membantu rumah sakit dalam menerapkan prosedur yang sesuai dengan ketentuan
hukum, serta memitigasi risiko terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.
Penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa penguatan pelatihan hukum bagi tenaga
medis dan administrasi rumah sakit dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum yang
terjadi dalam praktik transplantasi organ.

Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 telah memberikan landasan
hukum yang kuat untuk mencegah jual beli organ, penelitian oleh Rahmawati (2021)
menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan adil. Rumah sakit tidak hanya
harus mematuhi aturan yang ada, tetapi juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa
prosedur transplantasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis yang luhur.
Dalam hal ini, rumah sakit berfungsi tidak hanya sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga
sebagai pengawas utama yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, meskipun rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam
mencegah jual beli organ pada transplantasi ginjal, tantangan yang dihadapi dalam
implementasi Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 masih sangat besar. Oleh karena
itu, perlu adanya evaluasi dan peningkatan dalam hal pengawasan, pelatihan, dan penegakan
hukum agar praktik transplantasi ginjal dapat dilaksanakan secara sah dan adil. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana rumah sakit dapat
memitigasi risiko jual beli organ, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan
perlindungan hukum bagi rumah sakit dan masyarakat dalam konteks transplantasi ginjal.
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2. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk
menganalisis tanggung jawab rumah sakit dalam menghindari risiko jual beli organ dalam
transplantasi ginjal, serta perspektif hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan No.
17 Tahun 2023. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh
gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan hukum dalam praktik
transplantasi ginjal di rumah sakit. Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan analisis
atas persepsi dan pemahaman tenaga medis dan pengelola rumah sakit terkait dengan
penerapan aturan hukum yang ada, serta tantangan yang dihadapi dalam mencegah praktik
ilegal jual beli organ (Sari, 2020; Widodo, 2021).

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode utama: wawancara mendalam dan studi
dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan sejumlah informan kunci, seperti dokter
spesialis transplantasi ginjal, manajer rumah sakit, dan ahli hukum kesehatan. Wawancara
semi-terstruktur ini memberikan fleksibilitas kepada responden untuk mengungkapkan
pandangannya terkait tantangan dan langkah-langkah yang diambil oleh rumah sakit dalam
menghindari jual beli organ. Selain wawancara, peneliti juga menganalisis dokumen-dokumen
terkait, seperti peraturan rumah sakit, prosedur transplantasi ginjal, dan putusan-putusan
hukum yang relevan, untuk memahami seberapa jauh rumah sakit mematuhi ketentuan dalam
Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 (Rahmawati, 2021; Santoso, 2020).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Data dari
wawancara dan dokumen akan dikelompokkan dalam beberapa tema utama, seperti kebijakan
rumah sakit dalam pencegahan jual beli organ, tantangan yang dihadapi dalam implementasi
aturan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan di rumah sakit. Metode ini
bertujuan untuk mengekstraksi pola-pola dan hubungan antara kebijakan yang diterapkan
oleh rumah sakit dan peraturan hukum yang berlaku dalam pengaturan transplantasi organ
(Fauzi, 2020; Wibowo & Nugroho, 2019). Analisis ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang
memengaruhi efektivitas upaya rumah sakit dalam mencegah jual beli organ serta
memberikan gambaran mengenai kesesuaian praktik di lapangan dengan kebijakan yang ada.

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, triangulasi data dilakukan dengan
membandingkan temuan dari wawancara dengan informasi yang diperoleh melalui studi
dokumen dan literatur yang relevan. Triangulasi ini bertujuan untuk memperkaya data dan
meningkatkan kredibilitas temuan penelitian. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk
mengidentifikasi konsistensi antara pandangan informan dan kebijakan yang diterapkan di
rumah sakit. Penelitian ini juga berusaha untuk mendalami konteks sosial dan budaya yang
memengaruhi praktik transplantasi ginjal, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat dan
kepercayaan terhadap rumah sakit (Setiawan & Nugroho, 2020; Santosa, 2021).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit dalam
menghindari risiko jual beli organ dalam transplantasi ginjal, berdasarkan perspektif Undang-
Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023. Berdasarkan wawancara dengan pihak rumah sakit,
pengelola, dan ahli hukum, serta analisis dokumentasi prosedur transplantasi ginjal yang
berlaku di beberapa rumah sakit, ditemukan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab
yang sangat besar dalam memastikan bahwa transplantasi ginjal dilakukan dengan cara yang
sah dan bebas dari praktik jual beli organ. Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun
2023 memberikan landasan hukum yang jelas untuk pencegahan jual beli organ, implementasi
hukum tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan
pengawasan internal dan koordinasi dengan lembaga lain yang berwenang (Rahmawati, 2021;
Sari, 2020).

Dalam proses transplantasi ginjal, rumah sakit wajib mengikuti prosedur yang
mengutamakan prinsip keadilan dan kesukarelaan dari donor ginjal. Akan tetapi, banyak
kendala yang ditemukan dalam praktiknya, seperti terbatasnya sistem pengawasan di rumah
sakit dan kecenderungan adanya tekanan ekonomi pada individu yang rentan. Menurut
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penelitian oleh Widodo (2021), faktor ekonomi sering kali mempengaruhi keputusan
seseorang untuk menjual ginjal mereka, yang menambah risiko rumah sakit terlibat dalam
praktik ilegal. Oleh karena itu, rumah sakit harus menjaga transparansi dan memastikan
bahwa setiap donor adalah individu yang memberikan ginjal mereka dengan sukarela dan
tanpa paksaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan terhadap transplantasi ginjal di rumah
sakit masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal deteksi dan pencegahan transaksi ilegal.
Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 telah menetapkan pedoman yang
ketat mengenai prosedur medis dan hukum terkait transplantasi organ, banyak rumah sakit
yang kesulitan dalam melaksanakan pengawasan yang optimal. Santoso (2020) berpendapat
bahwa pengawasan yang lemah dan kurangnya koordinasi antara rumah sakit, pihak
berwenang, dan lembaga terkait lainnya sering kali menyebabkan praktik jual beli organ
berlangsung tanpa terdeteksi.

Selain itu, meskipun rumah sakit diharapkan dapat mencegah praktik jual beli organ,
masalah sosial dan politik yang lebih luas juga berperan dalam memperburuk situasi ini.
Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia membuat beberapa individu terjebak dalam
kondisi yang memaksa mereka untuk menjual organ mereka. Hal ini diperburuk oleh
kurangnya edukasi masyarakat mengenai dampak dan risiko medis dari transplantasi organ
ilegal. Sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo & Nugroho (2019), rumah sakit perlu
meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat untuk mencegah mereka menjadi korban
dalam praktik jual beli organ. Upaya ini harus melibatkan kerjasama dengan pemerintah dan
lembaga sosial lainnya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada praktik ilegal
tersebut.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa rumah sakit perlu memperbaiki sistem
internal dalam memonitor transaksi terkait dengan organ ginjal. Salah satu langkah yang dapat
dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme seleksi donor yang lebih ketat, serta
memastikan bahwa semua transaksi medis terkait transplantasi ginjal tercatat dengan baik
dan diawasi oleh pihak berwenang. Menurut Santosa (2021), rumah sakit harus memiliki
sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh lembaga yang
berwenang untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktik ilegal.

Peneliti juga mencatat bahwa rumah sakit yang terlibat dalam transplantasi ginjal harus
memiliki prosedur yang jelas dalam hal penyaringan donor dan penerima ginjal, serta
memastikan bahwa setiap prosedur medis yang dilakukan sudah sesuai dengan standar medis
dan etika yang ditetapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Setiawan dan Nugroho (2020),
prosedur seleksi yang jelas dan transparan akan mengurangi potensi penyalahgunaan dan
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transplantasi ginjal di Indonesia.

Masalah pengawasan juga menjadi isu besar dalam penelitian ini. Rumah sakit seharusnya
memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat dan lebih terintegrasi dengan lembaga
pengawasan eksternal, seperti Kementerian Kesehatan dan Komisi Etik Transplantasi. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa prosedur transplantasi ginjal di rumah sakit dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan menghindari risiko jual beli organ. Penelitian
oleh Fauzi (2020) mengungkapkan bahwa rumah sakit yang memiliki kerjasama yang baik
dengan lembaga pengawas dapat lebih efektif dalam mencegah praktik ilegal, seperti jual beli
organ.

Berdasarkan hasil analisis, rumah sakit juga perlu melakukan pelatihan secara rutin untuk
tenaga medis dan administrasi terkait dengan aspek hukum dan etika transplantasi ginjal.
Pengetahuan tentang Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 dan peraturan terkait
lainnya harus disampaikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses transplantasi. Hal
ini akan memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam prosedur medis yang dapat
menyebabkan terjadinya praktik jual beli organ. Sebagai tambahan, penelitian oleh Rahmawati
(2021) menyarankan bahwa rumah sakit juga harus menyediakan pelatihan tentang
pengawasan dan pelaporan yang efektif.
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Dalam konteks penguatan pengawasan, penelitian ini menemukan bahwa teknologi
informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memonitor dan melacak proses transplantasi ginjal
secara lebih efektif. Rumah sakit dapat mengadopsi sistem digital yang dapat mengawasi alur
administrasi donor dan penerima ginjal, yang akan meminimalisir potensi penyalahgunaan.
Sebagaimana dijelaskan oleh Santoso (2021), penggunaan teknologi dalam pengawasan
transplantasi organ sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
sistem.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang
tantangan dan tanggung jawab rumah sakit dalam mencegah jual beli organ dalam
transplantasi ginjal. Meskipun rumah sakit sudah memiliki aturan dan prosedur yang jelas,
implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti pengawasan yang
lemah, kurangnya pelatihan, dan keterbatasan dalam kerjasama antar lembaga. Oleh karena
itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerjasama antar lembaga,
meningkatkan pengawasan internal di rumah sakit, serta memanfaatkan teknologi untuk
mendukung pengawasan dan transparansi dalam proses transplantasi ginjal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit memiliki tanggung jawab besar dalam
mencegah praktik jual beli organ dalam transplantasi ginjal. Meskipun Undang-Undang
Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas, implementasinya di
lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pengawasan internal,
kurangnya pelatihan bagi tenaga medis, dan ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi
keputusan masyarakat untuk menjual ginjal, menjadi faktor utama yang menghambat
keberhasilan upaya pencegahan.

Pengawasan yang lebih ketat, baik internal rumah sakit maupun eksternal melalui
kerjasama dengan lembaga terkait, sangat diperlukan untuk mencegah jual beli organ. Selain
itu, pelatihan rutin mengenai etika dan hukum transplantasi ginjal bagi tenaga medis harus
dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan di rumah sakit sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Rumah sakit juga diharapkan dapat memanfaatkan teknologi
untuk memantau dan mencatat setiap prosedur transplantasi ginjal dengan lebih transparan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya peran rumah
sakit dalam mengimplementasikan kebijakan yang dapat mencegah praktik jual beli organ
ginjal. Dengan langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan, transparansi, dan pelatihan,
rumah sakit dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan sistem transplantasi ginjal
yang sah dan bebas dari transaksi ilegal, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap
sistem kesehatan Indonesia.
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